BUPATI WONOGIRI
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI WONOGIRI
NOMOR 70 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI WONOGIRI NOMOR 58 TAHUN
2021 TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI WONOGIRI,

Menimbang: a.bahwa untuk menjamin kepastian hukum pembentukan produk
hukum daerah, maka Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 58
Tahun 2021 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum
Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri perlu
ditinjau kembali;

b. bahwa berdasarighfy pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a msakm perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 58
Tahun 2021 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum
Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri;

Mengingat: 1. Undang-Undang  Nomor 13 Tahun 1950  tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah(Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun
2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor
12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Peundang-
Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6801);



3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6573);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun
2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
157);

5. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 86 Tahun 2018
tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum
Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah (Berita Daerah
Propinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 86);

6. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 58 Tahun 2021 tentang
Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Wonogiri (Berita Daerah Kabupaten
Wonogiri Tahun 2021 Nomor 60);

MEMUTUSKAN:
F
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI WONOGIRI NOMOR 58 TAHUN 2021
TENTANGPEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI.

Pasal |
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 58 tentang
Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah di Lingkungan Pemerintah

Kabupaten Wonogiri (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2021 Nomor
60) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 46 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pasal 46

(1) Penomoran produk hukum Daerah dilakukan oleh kepala Bagian
Hukum.

(2) Penomoran produk hukum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
yang bersifat pengaturan menggunakan nomor bulat.

(3) Penomoran produk hukum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
yang bersifat penetapan menggunakan nomor kode klasifikasi.



(4) Penomoran produk hukum Dareah bersifat penetapan di bidang
kepegawaian, keuangan dan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan oleh tata usaha Bupati.

2. Ketentuan Pasal 53 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pasal 53

(1) Produk hukum Daerah yang telah ditandatangani dan diberi penomoran
sebelum disebarluaskan harus terlebih dahulu dilakukan Autentifikasi.

(2) Autentifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh kepala
Bagian Hukum.

(3) Autentifikasi oleh kepala Bagian Hukum sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) tidak termasuk produk hukum Daerah yang bersifat penetapan
di bidang kepegawaian, keuangan dan perizinan.

(4) Autentifikasi produk hukum Daerah bersifat penetapan di bidang
kepegawaian, keuangan dan perizinan dilakukan oleh Perangkat Daerah
pemrakarsa.

3.Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati ini diubah sebagaimana
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabuapaten
Wonogiri. ¢

Ditetapkan di Wonogiri
pada tanggal 27 Desember 2022

Diundangkan di Wonogiri
pada tanggal 27 Desember 2022

RAH KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2022 NOWOR 70
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